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Abstrak
 

Piutang merupakan harta kekayaan suatu perusahaan yang dapat dijadikan jaminan kredit kepada Bank.

Dalam praktik pemberian kredit Perbankan piutang usaha dijadikan jaminan kredit dengan mekanisme

penyerahan oleh debitur kepada Bank melalui Cessie. Setelah piutang diserahkan kepada Bank sebagai

jaminan maka piutang tersebut beralih pemilikannya. Dalam hal terjadi kepailitan terhadap debitur

mengakibatkan seluruh harta kekayaannya dalam keadaan sita umum dan dalam penguasaan Kurator.

Berdasarkan ketentuan UUK PKPU bahwa apabila dalam waktu 2 (dua) bulan setelah debitur pailit

dinyatakan dalam keadaan insolvensi kreditur pemegang jaminan Hak atas Kebendaan tidak dapat

melakukan eksekusi atas objek jaminan maka setelahnya kurator wajib untuk menuntut objek jaminan atas

hak kebendaan tersebut untuk diserahkan kepada Kurator. Putusan perkara gugatan lain-lain yang dengan

register perkara dengan register nomor : 34/PDT.SUS.G.L.L/2020/PN.NIAGA.JKT.PST menyatakan bahwa

piutang usaha yang telah diserahkan kepada Bank merupakan harta pailit. Permasalahan yang dibahas dalam

tesis ini adalah mengenai kedudukan piutang debitur yang telah dijadikan jaminan kredit melalui cessie

dalam hal terjadi kepailitan terhadap debitur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian secara

doktrinal dengan mengkaji penerapan undang-undang dalam studi kepustakaan mengacu pada data sekunder

seperti peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, literature dan buku-buku yang relevan.

Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa piutang yang telah diserahkan sebagai jaminan kredit melalui

cessie telah berpindah kepemilikannya kepada Bank dan oleh karenanya tidak dapat dimasukkan dalam

harta pailit. Telah terjadi kesalahan penerapan hukum oleh Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa piutang yang telah diserahkan melalui cessie merupakan boedel

Pailit. Putusan tersebut mengakibatkan Bank sebagai cessionaris tidak memilki kepastian hukum karena

tujuan dibuatnya cessie piutang adalah agar Bank dapat mendapatkan nilai ekonomis atas piutang tersebut

untuk memastikan kreditnya dapat dibayar. Dengan dimasukkannya piutang debitur yang telah dicessie

sebagai boedel pailit maka Bank tidak dapat melakukan eksekusi secara langsung dan menerima

pembayaran dari piutang tersebut karena harus melalui Kurator.  

......Receivables are assets of a company that can be used as collateral for credit to the Bank. In the practice

of granting banking credit, trade receivables are used as credit collateral with a mechanism for handing over

by the debtor to the Bank via Cessie. After the receivables are handed over to the Bank as collateral, the

ownership of the receivables changes. In the event of bankruptcy of the debtor, all of his assets will be

subject to general confiscation and under the control of the Reciever. Based on the provisions of the
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Bancruptcy and Debt Posponing Law, if within 2 (two) months after the debtor is declared bankrupt, the

creditor holding the collateral for property rights is unable to execute the collateral object, then after that the

reciever is obliged to demand that the collateral object for the material rights be handed over to the Curator.

The decision on the miscellaneous lawsuit case which is registered with case number:

34/PDT.SUS.G.L.L/2020/PN.NIAGA.JKT.PST states that the trade receivables which have been handed

over to the Bank are bankruptcy assets. The problem discussed in this thesis is regarding the position of the

debtor's receivables which have been used as credit collateral through a cessie in the event of the debtor's

bankruptcy. The research method used is doctrinal research by examining the application of laws in

literature studies referring to secondary data such as statutory regulations, official documents, relevant

literature and books. The results of this research are that the receivables which have been submitted as credit

collateral through a cessie have transferred ownership to the Bank and therefore cannot be included in the

bankruptcy assets. There has been an error in the application of the law by the Commercial Court Judge at

the Central Jakarta District Court who stated that the receivables which had been handed over via cessie

constituted Bankruptcy issues. This decision resulted in the Bank as cessionary not having legal certainty

because the purpose of creating a cession of receivables was so that the Bank could obtain economic value

for the receivables to ensure that the credit could be paid. By including the debtor's receivables which have

been accessed as bankruptcy documents, the Bank cannot carry out direct execution and receive payment

from these receivables because they have to go through the reciever.


